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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR HASIL PENADAHAN (Studi
Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg). Di latar belakangi dengan maraknya
peredaran barang-barang luar yang tidak memiliki izin beredar di Indonesia
terkhusus adanya penyelundupan barang impor, maka dari itu perlunya tindakan
Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan.
Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Pembuktian Tindak
Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan dan Pertimbangan Hakim
dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan
(studi putusan S518/Pid.Sus/2020/PN.Plg). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh data sekunder.
Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam Pembuktikan
Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan hakim memutus
dengan menggunakan teori pembuktian untuk membuktikan dengan cara menilai
fakta-fakta persidangan dengan tujuan memberikan kepastian, kesebandingan,
keadilan serta manfaat bagi semua orang dan Pertimbangan Hakim Dalam
Pembuktikan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan
dilakukan secara yuridis dan non yuridis berdasarkan teori kebebasan hakim
dalam menjalankan peradilan untuk memutus suatu perkara namun, hakim tidak
memperhatikan hal-hal lain seperti teori relatif dan pzran pelaku sebagai
perbuatan berlanjut.

Kata Kunci : Kepabeanan, Peryelundupan, Pembuktian, Tindak Pidana.
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Perabimbing Pemn
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yaitu sebuah aturan atau norma hukum mengatur hubungan antar
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan siapa saja yang melanggar norma
hukum dapat dikenai sanksi atau dituntut oleh pihak berwajib atau oleh pihak
yang haknya dirugikan. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus
ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali, agar terjadi keseimbangan dalam
masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum menimbulkan konflik dan
ketidakpercayaan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah.
Berdasarkan definisi tersebut, hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat.'

Hukum pidana yaitu bagian suatu ranah hukum publik. Hukum pidana di
Indonesia secara harfiah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)Suatu peninggalan dari zaman belanda, yaitu disebut dengan lex generalis
suatu peraturan hukum yaitu hukum hukum pidana di Indonesia, terdapat suatu
asas yang menjadi patokan dasar ketentuan yang di atur diluar KUHP.?

Tindakkan pidana terdapat di masyarakat suatu masalah yang serius dan

mendapatkan perhatiannya khusus yg terdapat pengaturan undang-undang. Tindak

' Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9
2 Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Manado, Raja
Grafindo Persada, hlm. 87



pidana di bentuk oleh undang-undang yang memakai kata "strafbaar feit" untuk
menyebutkan perkenalan dengan istilah tindak pidana didalam KUHP.?

Menurut Moeljatno, Tindak pidana yaitu “suatu aturan yang dimana
perlarangan yang mengatur suatu tentang hukuman yang disertai pemberian saksi
seperti pidana berbagai hal, yang dimana siapa yang melanggar tindakkan pidana
tersbut.* Yulies Tiena Masriani pengertian Peristiwa tindakan pidana sebagai
"peristiwa terdapat suatu unsur perbuatan yang melanggar undang-undang, barang
siapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut dapat dikenai suatu
pemindanaan(hukuman)".

Kata "feit" pernyataan bahasa Belanda berarti "bagian suatu pernyataan"
atau "een gedeelte van de werkelijkheid" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat
dikenakan hukuman", sehingga kata "strafbaar feit" dapat diartikan suatu"bagian
suatu pernyataan yang dapat dihukum", hal mana tentunya saja kurang tepat,
karena nantinya akan diperlihatkan bahwasanya terdapat pidana yang nyata pada
orang pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¢

Kejahatan pada dasarnya dititikberatkan pada tindakan menyimpang dari
ketentuan umum atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Perbuatan

menyimpang dapat berasal dari perkembangan setiap individu, dalam rangka

3 Romli Atmasasmita, 2013, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, hlm. 123

4 Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

> Bambang Purnomo, 2012, Orientasi Hukum Acara Pidana Indomesia, Yogyakarta,
Amarta, hlm. 120

¢ P.AF. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip
dari van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Dalam jurnal Mamabhit, Coby, “Aspek Hukum Pengaturan
Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.” Jurnal Hukum
Unsrat, Vol 23, No. 8 2017, hlm. 73 Diakses dari
file:///C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf pada 4 November 2022 pukul 17.51



file://C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf

memenuhi kepentingannya masing-masing, namun tidak semua orang atau
kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu
negara. Apabila orang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam
memperjuangkan kebutuhannya sendiri, maka orang atau kelompok tersebut dapat
melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.
Hal ini dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan
masyarakat umum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak
pidana.’

Kejahatan dalam bentuk penyelundupan barang impor tidak akan
berkembang jika tidak ada yang menampung barang haram tersebut. Barang yang
diselundupkan tidak akan disimpan oleh pencuri yang bisa jadi merupakan orang
dalam dari pihak Bea Cukai itu sendiri, sehingga peran penyelundup sangat
dibutuhkan.®

Keberadaan penadah sebagai penampung barang selundupan memudahkan
pelaku untuk mendapatkan suatu untung, sehingga penjual barang ini tidak perlu
menjual sendiri hasil barang curian kepada konsumen yang ada. Akan tetapi ada
penadah yang siap menampung barang hasil curian tersebut, permasalahan ini
timbul, dari berupa suatu pelanggaran norma  kehidupan setiap masyarakat

maupun norma yang berlaku pada hukum sehingga terciptalah sebuah fenomena

7 Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 118
8 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, hlm. 59-69



timbul menyampingkan dengan norma susila dan norma asusila serta
norma-norma hukum yang berlaku pada sekarang.’

Salah satu tindak pidana memasukkan dan mengeluarkan barang gelap atau
ilegal untuk menghindari adanya pemeriksaan bea cukai maka dari itu
menyelundupkan suatu barang terlarang yang merugikan negara.' Tindak pidana
penyelundupan yang diatur Pasal 102, Pasal 102 A dan B Undang-Undang Nomor
17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995
tentang Kepabeanan.

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan)
diartikan : “to import or export secretly contrary to the law and especially without
paying duties import or export something in violation of the customs law
(Pengimporan atau pengesporan barang secara illegal, akan ditentang dengan
suatu hukuman yang berlaku di Indonesia ini, penyeludpan barang untuk
mengindari suatunya kewajiban membayar bea cukai impor atau ekspor barang
yang mau dseludpkan)."!!

Definisi tindak pidana penyeludupan Suatu tindakan pemidanan tentang
penyeludupan adalah, impor atau ekspor suatu barang illegal yang dimana barang
tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku pada Indonesia dan

mengindari suatu pemberatan pembayaran bea cukai. Penyeludupan barang ini hal

9 Riadi Asra Rahmat, 2019, Hukum Acara Pidana , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.
75

10" Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan, Y ogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 11

' Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan, Jakarta, Gramedia Pustaka,
Dalam Jurnal Saputra Ryadi, Putu Kevin. & Yuliartini Griadhi, Ni Md. Ari.  “Pengaturan sanksi
pidana terhadap pelaku Tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan”
Jurnal Hukum Unud Vol 4, No. 1 2016. hlm.3 Diakses dari
C:/Users/acer/Downloads/13400-1-25029-1-10-20150529.pdf pada 4 November 2022 pukul18.39




nya lumrah di masyarakat Indonesia menjadi suatu kebiasaan yang cukup dikenal
lumrah dan menjadi suatu persoalan begitu rumit bagi pemerintah Indonesia untuk
mengatasi barang illegal yang diseludupkan baik orang-orang yang bermain di
atasnya.'?

Inti barang yang diselundupkan (smuggling) yaitu untuk melwatkan
pemeriksaan bea masuk atau bea keluar, karena harus dilihat suatu barang
tersebut apakah barang tersebut aman d masuk Indonesia atau tidak dan apakah
memenuhi peraturan di Indonesia atau tidaknya barang tersebut . Oleh sebab itu,
barang yang diselundupkan ini masih begitu sulit untuk mengatasi selain dari
pinternya permainan yang dilakukan oleh si penyeludup barang ini, begitu juga
dengan pengawasaan yang di lakukan oleh pihak bea cukai ini masih kadang tidak
terlihat kalau barang ilagal karena permainan yang dilakukan oleh sipenyeludup,
oleh sebab itu faktor dari bea cukai diperketat sehingga terciptanya kesejahteraan
bagi impor atau ekspor barang. Faktor lainnya seperti untuk menghindari
pembayaran atau sistem yang berbelit-belit yang membuat si penyeludup enggan
untuk memeriksa barang tersebut di bea cukai. Dengan melakukan tindakan
illegal ini penyelundup para penyelundup dapat melakukan dengan begitu sangat

leluasa untuk menghemat biaya dan waktu efisiensi dengan resiko berat.'?

12 Permana Agung, 2002 “Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang

Menertibkannya,” Harian Kompas, Juli, hlm. 12

13 Soufnir Chibro. 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan. Dalam Jurnal Saputra Ryadi, Putu Kevin. & Yuliartini Griadhi, Ni Md. Ari.
“Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana penyelundupan dalam
Undang-Undang Kepabeanan” Jurnal Hukum Unud Vol 4, No. 1 2016. hlm.3 Diakses dari
C:/Users/acer/Downloads/13400-1-25029-1-10-20150529.pdf pada 4 November 2022 pukul18.46




Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102 A Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu "Setiap
perorang mengangkut suatu barang impor tidak tercantum dalam manifes dapat
dipidana karena melakukan suatu penyelundup dibidang impor pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana membayar paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyaknya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".!4

Sebagai produk hukum dilandaskan cantuman Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang kepabeanan yang sifatnya proaktif dan antisipatif begitu sederhana akan
tetapi memiliki daya jangkau sangat luas dalam suatu antisipasi perkembangan
dagang yang berada di Indonesia. Suatu peraturan dari Pemerintahan di bidang
Kepabeanan, termasuk di dalamnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Yaitu suatu Langkah ansitisipasi yang

bersentuhan kepada, strategi, esensial begitupun dengan subtanfif, di perdagangan,

“Admin Web Bea dan Cukai, 2022, Bea Cukai Langsa Gagalkan Penyelundupan Barang
Impor llegal di Kabupaten Aceh Tamiang
https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-langsa-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-ilegal-
di-kabupaten-aceh-tamiang. Diakses pada 20-september-2022, 21.46



perdagangan yang diharapkan mampu bisa menghadapi suatu tantangan yang
berlaku pada setiap zaman yang ada..'>

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 480 KUHP. disebabkan suatu
pendahan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarkat dengan unsur namanya
culpa, yang dibuktikan langsung oleh jaksa penuntut umum dalam praktek
persidangan yang sangat sering ditemui berbagai macam kehidupan
bermasyarakat, oleh karena itu ini patut dicari bagaimana hasil dari dapatnya
barang ini agar memutus suatu tindakan pidana yang secara terus berlangsung
untuk membuktikan bahwa barang tersebut benar hasil yang tidak benar dari
seluruh penadahan.'®

Kejahatannya sebagai penadah atau tindakan illegal sangat menyimpang
yang sering disebutkan sebagai kejahatan memfasilitasi, sehingga dari sini juga
bisa dilihat bahwa penadah ini sangat begitu andil dalam permainan tindakan
kejahatan tersebut, seorang penadah juga sangat memfasilitasi agar tindakan
kejahatan tersebut terus berlangsung yang mengakibatkan kerugian bagi orang
lain atas kejahatan.!”

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban
seseorang atas perbuatan atau tindakan pidana dilakukan olej seseorang atas

perlakuan melebihi batas hukum berlaku dan norma di kehidupa bermasyarakat.

5 Permana Agung, 2002, “Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang

Menertibkannya,” Harian Kompas, Juli, him. 11

16 Darwan Prinst, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, him.
8.

17" Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, him.
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Pertanggungjawaban pidana hakikatnya suatu mekanisme yang dibuat dalam
bentuk hukum pidana berupa perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan
tindakan tertentu..'®

Namun demikian, pengaturan tindak pidana penadahan pada Bab II KUHP
tindak pidana tentang penadahan pembantuan ini tidak tepat, oleh sebab itu
penadahan ini didorong oleh suatu keinginan yang di Gerakan agar dapat suatu
untung dari tindakannya, agar orang lain mendapatkan kemudahan dari perbuatan
tindakan tersebut seperti tindak pidana.'’

Salah satu jenis delik yang lazim terjadi dalam masyarakat, baik yang
bertentangan dengan kaidah moral, etika maupun agama, khususnya terhadap
peraturan hukum yang terdapat dalam KUHP adalah delik pemerasan. Pemerasan
sebagai suatu tindak pidana, salah satu gejala sosial tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat.?’

Penadahan yaitu suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat
di berbagai daerah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dibandingkan
dengan tindak pidana lainnya. Semakin tinggi tingkat curas maka tidak dapat
dipungkiri semakin besar pula jumlah barang hasil kejahatan yang didistribusikan

ke masyarakat, orang yang menerima atau membeli barang curian disebut penadah.

18 Huda, Chairul, 2011, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada
PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta, Kencana, hlm. 71.

19 Mamahit, Coby, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya
Penanggulangannya Di Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23, No. 8 2017, hlm. 69 Diakses
dari file:///C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf pada 22 september 2022 pukul 16.41

20 Wardani, Arassy. & Musyafa’ah, NurLailatul, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penadahan Dengan Sistem Gadai” Al-Jinayah, Surabaya, Jurnal Hukum Pidana Islam 1, Vol 1.
No. 2 2015. hlm. 431. Diakses dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639 pada 22 september 2022
pukul 16.30



file://C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639

Seorang penadah dapat menggunakan atau menjual kembali barang hasil curian
tersebut dengan harga yang sangat murah dengan keuntungan yang tinggi.?!

Dalam Pasal 480 KUHP mengenai tindakan penadah atau penadah barang
hasil kejahatan, tindakan penadah dapat dikatakan sebagai delik penadahan,
karena orang yang membeli barang dari hasil kejahatan, maka hal tersebut
memudahkan pelaku kejahatan seperti mencuri karena merasa ada tempat untuk
menyalurkan barang curiannya. Kejahatan yang di tujukan untuk mendapatkan
suatu keuntungan baik dari sendiri maupun tindakan yang berlangsung untuk
merampas harta benda orang lain, dan memberikannya kepada penadah. Namun,
tidak semua orang yang membeli hasil curian dianggap sebagai penadah,
diperlukan proses untuk membuktikan apakah orang tersebut memenuhi unsur
dasar sebagai penadah.??

Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 480 KUHP yaitu: Dijatuhin
pidana penjara paling lamanya empat tahun atau pidana didenda sebanyak
sembilan ratus rupiah, yang menyebutkan pasal:

1. Barangsiapa memperbelikan, sewa, ataupun menariik dari
keuntungan, memperjualkan, melakukan penukaran, melakukan

pegadain, pengangkutan, mesimpan suatu barag ataupun

2l Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai),
Bandung, Alumni, hlm. 101

22 Krisna Dwi Putra, I Gede Made; Tjatrayasa, 1 Made; Suardana, I Wayan,
“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480
Kuhp Tentang Penadahan.” Bali, Kertha Wicara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No. 3, Februari
2016. him. 5. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639
pada 22 september 2022 pukul 15.47
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menyembunyikan barang atau bennda yang tidak sepatuhnya yang di
dapatkan oleh mencuri dari kejahatan tadahan
2. Barang siapa yang mengambil dari untung suatu benda, yang
diketahui barang tersebut hasil dari suatu tindakan yang tidak benar.
Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor
hasil penadahan maka diperlukannya upaya pembuktian dalam perkara yang dapat
membuktikan apakah benar tindak pidana penyelundupan ini merupakan hasil
penadahan yang berdasarkan pembuktian dan pertimbangan majelis hakim.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas secara ilmiah,
dalam bentuk skripsi yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana
Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan (Studi Putusan

518/Pid.Sus/2020/PN.Plg).

B. Rumusan Masalah
Rumusan permasalah terdapat suatu penelitian ini dimaksud dalam
mempermudah peneliti sehingga tujuan penelitian mendapatkan hasil yang
diharapkan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yang dibahas
dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang
impor hasil penadahan dilihat dari perspektif hukum acara pidana

pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg?
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana
penyelundupan barang impor hasil penadahan pada studi putusan

518/Pid.Sus/2020/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang hendak dicapai dalam
penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penyelundupan
barang impor dari perspektif hukum acara pidana pada studi
putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak
pidana penyelundupan barang impor pada studi putusan

518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian bisa diharapkan memberikan suatu pemanfaat baik secara
teoritis adapun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoris: Penulisan diharapkan dapat menambah literatur
bacaan serta dapat memberikan suatu manfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum pidana dan dapat
menjadi saran bagi penulis lain tentang pembuktian penyelundupan

barang impor hasil penadahan.
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2. Secara Praktis: Penulisan berikut bisa mengharapkan memberikan
bebrbagai informasi kepada masyarakat mengenai penyelundupan
barang impor hasil penadahan. selain itu juga sebagai referensi
berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, serta mahasiswa
fakultas hukum tentang pembuktian penyelundupan barang impor

hasil penadahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi hanya membahas dan
menganalisis pembuktian dan pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak
pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dilihat dari perspektif
hukum acara pidana pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan faktornya
apa saja yang bisa disebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang

impor hasil penadahan.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa macam sistem dari teori pembuktian yang dipegang juga
oleh negara seperti Belanda, prancis maupun Indonesia itu yang ditekankan di
bagian dari penilaian dari bukti ditangan hakim yang beda dengan negara lainnya
seperti negara yang menganut sistem anglo saxson yang digunakan sistem

jurisdiction dalam hal ini ditentukan bersalah ataupun tidak dari dakwaan,
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sedangkan hakim memimpin saja suatu jalannnya dari persidangan lalu hakim
jatuhkan suatu pidana.?

Pembuktian terdapat suatu hukum pidana Indonesia cukup terkenal di
beberapa macam teori pembuktian, antara lain:

a. Teori Hukum Pembuktian dari Undang-undang dari segi positif
pada hakikatnya, teori ini memperlukan bukti yang disebutkan
peraturan terkait mengenai pembuktian yang secara hukum positif;,
perkembangan dari teori ini sangat lama dan dikenal pada abad
pertengahan, dari teoeri ini pembuktian ini di landaskan dari
beberbagai alat bukti yang disebutkan Undang-undang.

b. Teori Hukum Pembuktian dari suatu kepercayaan dari hakim dari
teori ini disebutkan bahwa pembuktian yang didasarin atas
kepercayaan yang di anut suatu hakim, apaila hakim jatuhkan
putusan dari kepercayaan hakim makan dari situ tidak terikanya
peraturan.

c. Teori Hukum Pembuktian dari Undang-Undang dari sisi negative
teori ini membuktikan bahwasanya hakim bisa menjatuhkan dan
menentukan pidananya dilihat dari segi alat bukti yang lengkap

yang disebutkan pada Undang-undang maka hakim bisa mevonis

2 Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung, Citra
Aditya, him.106
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hukuman, apabila kekurang yang disebutkan alat bukti dalam

peraturan maka hakim bisa memutuskan terdakwah itu bebas.>*
Peneliti menggunakan teori pembuktian digunakan sebagai sarana atau alat
dalam membahas dan menganalisis pembuktian tindak pidana penyelundupan
barang impor hasil penadahan dilihat dari persfektif hukum acara pidana pada

Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

2. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim
mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan
berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.?
Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang
hal-hal sebagai berikut:
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

24 Hartono, 2010, Penegakan HukumPidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
Jakarta, Sinar Grafika hlm. 1

2> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140
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c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus
mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim
dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan?.

Peneliti menggunakan teori tindak pidana ini digunakan sebagai sarana atau
alat dalam membahas dan menganalisis tindak pidana penyelundupan barang
impor hasil penadahan dilihat dari persfektif hukum acara pidana dan
pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan benda

impor pada Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum yaitu proses dari penentuan
berbagai prinsip hukum ataupun doktrian hukum yang dipergunakan untuk bisa
mendapatkan jawaban isu terkait dengan hukum yang dihadapinnya”.?’” Metode
penelitian hukum ini bisa mempunyai suatu ide yang mudah dalam halnya
membuat penelitian. Dengan hal itu secara lanjut menurut Soerjono Soekanto
menjelaskan penelitan hukum bisa dikaitkan berbagai kegiatan yang bermanfaat
dalam mempermudahkan mendapatkan suatu ide pikiran tertentu, mempunyai

tujuan untuk belajar suatu gejala hukum dengan menganalisis™?®

26 Jpid., hlm 142
27 Peter Mahmud Marzuki, 2011, ”Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, hlm.35

28 Soerjono Soekanto, 2012, “Pengantar Penelitian Hukum”, ctk Ketiga, Jakarta, Ul Press,
hlm.42
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Jenis penelitian dipergunakan terdapat penulisan skripsi yaitu penelitian
normatif. Normatif yaitu suatu kegiatan dimana akan memberikan kajian
aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internal dari
hukum positif yang mengacu pada pada suatu pendekatan hukum dan

pengaturannya dari perundang-perundangan berlaku.?

2. Bahan Penelitian

Sumber data dalam penelitian menjadi bagian penting dalam sebuah
penelitian. Perolehan data dari metode penelitian hukum sendiri bisa didapat dari
beberapa sumber data sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer adapun terjadi  dimaksud dengan bahan dari hukum
primer yaitu bahan yang mempunyai suatu data yang memiliki kekuatan
hukum yang sangat mengikat dari bahan tersebut bisa dipergunakan dalam
penulisan ini dengan berbagai berikut yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 1959);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang

2 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Pengantar llmu Hukum.: Jakarta, Kencana. him.23
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93) Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4661;

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209;

6. Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:

518/Pid.Sus/2020/PN.Plg;

2) Bahan hukum dari sekunder yaitu mempunyai bahan yang bisa
mempererat suatu hubungan dengan bahan hukum primer tersebut yang di
perjelaskan diatas maka bisa membantu dan mempunyai analisis sendiri dari
bahan hukum sekunder ini yang bisa digunakan yaitu antara lain:

1. Buku-buku hukum yang mendukung;

2. Doktrin sarjana hukum;

3. Hasil penelitian;

3) Bahan hukum tersier yaitu bahannya yang mempunyai suatu informasi

yang sangat mempunyai kekuatan hukum dari bahan sekunder maupun tersier
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untuk mendapatkan suatu informasi terkait dalam memberikan suatu
penulisan pada penelitian ini, bahan yang dipergunakan dalam penelitian
tersier ini sebagai berikut:

1. Internet;

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

3. Media massa;

3. Metode Analisis Data
Metode Analisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah
metode yang bergantung pada pemahaman mendalam, mengembangkan teori,

mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial.>*

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan teknik deduktif dalam Penarikan kesimpulan, yaitu
penarikan kesimpulan dari keadaan umum kepada keadaan khusus. Kemudian
dilakukannya landasan berpikir beberapa pernyataan yang diketahui kebenarannya

yang disebut premis.?!

30 Jhonny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Malang:Bayumedia Publishing, hlm. 4

31 Soerjono Sukanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press
Jakarta, hlm. 43
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